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ABSTRAK 

 

Skripsi ini berjudul Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Parkir Atas 

Kehilangan Kendaraan di Parkiran Mall (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 

124PK/PDT/2007), parkir merupakan hal yang umum yang sering dijumpai di 

banyak tempat salah satunya di mall, Sering kali tiap-tiap tahun khususnya di area 

parkir, selalu terdapat kehilangan kendaraan, maka dari itu penyedia jasa parkir 

selalu memberikan peringatan bahwa kehilangan kendaraan di luar tanggung 

jawab si penyedia jasa, yang dimana pengguna jasa parkir dan penyedia jasa 

parkir tidak memiliki perjanjian yang berarti peringatan tersebut adalah perjanjian 

sepihak. Pada tahun 2007 Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 

24K/Pdt/2007 yang dimana Penggugat kehilangan kendaraannya saat sedang 

parkir di area parkir, akan tetapi penjaga area parkir sudah tahu bahwa kendaraan 

tersebut sebelum keluar dari area parkir tidak mempunyai tiket parkir. Maka dari 

itu skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pengguna jasa 

parkir. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimanakah 

Perlindungan Hukum Bagi Pihak yang Kehilangan Kendaraan di Parkiran Mall 

pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Apakah yang menjadi 

Pertimbangan Hakim dalam Putusan MA Nomor 124PK/Pdt/2007. Penelitian 

skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif-yuridis yaitu mengkaji 

perundang-undangan dan mengkaji dari segi kepustakaan, dan membahas putusan 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Adapun perlindungan hukum 

terhadap pengguna jasa parkir pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen, terdapat dalam Pasal 19 yang menyatakan 

dengan tegas bahwa setiap pengguna harus mendapatkan ganti kerugian, 

pertimbangan hakim pada putusan tersebut wajib bertanggungjawab atas kerugian 

yang dialami oleh pengguna jasa parkir tersebut. 

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Jasa Parkir, Putusan Hakim 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Dalam perkembangan pembangunan di Indonesia pada saat ini mengalami 

peningkatan yang signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dalam kurun waktu 2 

tahun terakhir ini telah banyak pembangunan infrastruktur contohnya gedung 

gedung perkantoran, pendidikan, kesehatan dan instansi pemerintah ataupun pihak 

swasta. hal itu diikuti dengan naiknya jumlah kendaraan yang signifikan di 

palembang. 

Tabel 1.1 Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik 

Wilayah Sumatera Selatan 

Pada Tahun 2018-2019 Di Kota Palembang 
 

 
 

Kabupaten/Kota 

Jenis Kendaraan 

Mobil Penumpang Sepeda Motor 

2018 2019 2018 2019 

Palembang 133.890 

 

Unit 

135.127 Unit 383.449 Unit 383.390 Unit 
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Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah kendaraan bermotor 

dalam hal ini mobil dan sepeda motor, yang dimana dalam 2 (dua) tahun ini terus 

mengalami peningkatan, maka hal tersebut membuktikan bahwa setiap orang 

membutuhkan kendaraan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Hal ini 

membuat peluang bisnis jasa penitipan kendaraan sangat menjanjikan salah 

satunya dikota palembang, karena kebutuhan pada fasilitas jasa parkir untuk 

kendaraan pribadi sangat tinggi disebabkan masyarakat indonesia yang 

berperilaku konsumtif.1 

Terdapat dua macam jenis parkir, yaitu parkir Onstreet (di bahu jalan) 

dan offstreet (di luar bahu jalan). Parkir onstreet adalah parkir yang tempatnya 

berada di bahu pinggir-pinggir jalan umum yang diperbolehkan oleh pemerintah, 

dan yang mengelola adalah individu atau badan hukum yang telah mendapatkan 

izin oleh pemerintah daerah setempat. Sedangkan parkir offstreet (luar bahu 

jalan) adalah parkir yang tempatnya pada kawasan-kawasan tertentu seperti 

pusat-pusat perbelanjaan, bisnis maupun perkantoran yang menyediakan fasilitas 

parkir untuk umum.2 

Tempat parkir menjadi suatu yang sangat diperlukan warga kota 

palembang, hal yang paling penting mengenai pengelolaan parkiran adalah 

masalah perlindungan untuk pengguna jasa parkir misalnya jika terjadinya 
 

1Anchok (1995),”Pengertian, Aspek Dan Karakteristik Perilaku Konsumtif,  Diakses Dari 

(Https://Www.Kajianpustaka.Com/2018/06/Pengertian-Aspek-Dan-Karakteristik-Perilaku- 

Konsumtif.Html),Pada Tanggal 6 Juli 2020 Pukul12.00 Wib 
2 Penjelasan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana 

dan Lalu Lintas Jalan. 

https://www.kajianpustaka.com/2018/06/pengertian-aspek-dan-karakteristik-perilaku-konsumtif.html)%2Cpada
https://www.kajianpustaka.com/2018/06/pengertian-aspek-dan-karakteristik-perilaku-konsumtif.html)%2Cpada
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kehilangan kendaraan yang bisa terjadi kapan saja, sehubungan dengan hal itu, 

apakah kita sebagai pengguna jasa parkir dapat meminta pertanggungjawaban 

dari pengelola parkiran, karena terkadang menemukan tulisan di beberapa karcis 

tempat kita parkir, menuliskan “Segala kehilangan dan atau kerugian adalah 

tanggung jawab pemilik, dan bukan tanggung jawab pengelola parkir”.3 Dengan 

kalimat seperti diatas tersebut tanpa kita sadari bahwa pengelola parkir seolah- 

olah ingin melepaskan tanggung jawab untuk menjaga barang yang kita titipkan 

kepadanya, yang seharusnya mereka menjaga barang tersebut sesuai pada saat 

masuk ke lahan parkir hingga telah keluar dari lahan parkir tersebut. 

Makna yang terdapat pada kalimat biasanya yang tertulis di karcis parkir, 

sudah jelas maka kalimat tersebut merupakan klausula yang 

menyimpang.pengadilan tidak memperkenakan klausula-klausula penyimpangan 

dimana pihak yang kuat akan membebankan kewajiban kepada pihak yang 

lemah.4 

Kasus mengenai hilangnya kendaraan ketika sedang parkir tentu telah 

melanggar hak pengguna jasa parkir. Pelanggaran ini tidak hanya memberi 

gambaran tentang permasalahan hukum saja, tetapi juga menggambarkan aspek 

spiritual, yaitu keroposnya pondasi spiritual pelaku usaha, hal yang dimaksud 

 

 

 
 

3 Bilal Endra Saputra, Skripsi: “Tanggung Jawab Hukum Pengelola Parkir Atas Hilangnya 

Kendaraan Bermotor Di Lokasi Tempat Parkir Pasar Mutilan”,(Yogyakarta: Fakultas Syariah Dan 

Hukum Islam Negeri Sunan Kalijaga,2016),Hal 3. 
4 Ibid, Hlm. 3-4 
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pelaku usaha adalah pengelola parkir. Pengelola parkir hanya memikirkan 

keuntungan materi saja tanpa memikirkan hak orang lain.5 

Dalam melakukan pengelolahan parkir memiliki tujuan untuk 

memberikan fasilitas tempat parkir yang aman, tertib dan teratur sebagai tempat 

untuk pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara, sebagaimana telah 

diatur dalam Pasal 3 Peraturan Daerah kota Palembang No 4 Tahun 2008 tentang 

pengelolaan dan retribusi parkir.6 

Hal tersebut juga didukung oleh peraturan yang terdapat dalam kitab 

undang-undang hukum perdata dalam Pasal 1694 yang berbunyi “Penitipan 

barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk 

menyimpanya dan kemudian mengemballikannya dalam keadaan yang sama” 

Apabila kita menimbang makna yang terdapat dalam Pasal 1964 Kitab Undang 

Undang Hukum Perdata yang mengatakan “keadaan yang sama” maka secara 

tidak langsung pihak pengelola parkir wajib bertanggung jawab dengan kondisi 

barang yang sedang berada di dalam pengawasannya, apabila barang tersebut 

masuk ke lahan parkir tersebut dengan mulus tanpa ada lecet maka barang 

tersebut harus keluar dengan mulus juga tanpa terkurang apapun. 

Persoalan mengenai penitipan barang, secara umum diatur dalam pasal 

1694 sampai dengan pasal 1739 kitab undang-undang hukum perdata 

(KUHperdata). menurut pasal 1698 KUHperdata penitipan barang terjadi dengan 

5 Ibid, hlm. 4 
6 Peraturan Daerah Kota Palembang No. 4 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Dan Retribusi 

Parkir Pasal 3 
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sukarela atau karena terpaksa. Penitipan secara sukarela terjadi karena adanya 

perjanjian timbal balik antara pemberi titipan dan penerima titipan (pasal 1699 

KUHPerdata). sedangkan penitipan terpaksa ialah penitipan yang terpaksa 

dilaksanakan oleh seseorang karena timbulnya suatu malapetaka, misalnya 

kebakaran, runtuhnya gedung-gedung, perampokan, karamnya kapal, air bah dan 

lain-lain peristiwa yang tak tersangka. 

Berdasarkan pasal 1 butir (1) Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 

tentang perlindungan konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya 

yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada 

konsumen.7 Tidak adanya perlindungan yang seimbang akan menyebabkan 

konsumen berada di posisi yang lemah. Kerugian-kerugian yang dialami oleh 

konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum 

perjanjian antara produsen dan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan 

melawan hukum yang dilakukan oleh produsen.8 

Seperti kasus yang terjadi pada tanggal 1 maret tahun 2000 di areal 

parkiran continent (sekarang carrefour) yang dikelola oleh PT. Securindo 

Packatama indonesia (secure parking) terjadi kehilangan kendaraan jenis mobil 

merek Toyota kijang super, padahal karcis parkir, kunci mobil serta STNK 

dipegang dan dibawah oleh penggugat. Gugatan yang diwakilkan oleh Anny R 

 

7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen Dalam Pasal 1 Butir (1) 
8 Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada, 2011, Hlm. 1. 
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Gultom dan Hons Tambunan terhadap PT. Secureindo Packtama Indonesia 

selaku pengelola parkir. 

Setelah menanyakan kepada petugas parkir sambil memperlihatkan karcis 

parkir, setelah diteliti ternyata karcis parkir yang diberikan oleh petugas parkir di 

pintu masuk salah plat nomor kendaraan yangseharusnya bernomor B 255 SD 

ternyata tertulis B 2555 SD dan dibuatkan berita acara oleh pegawai tergugat di 

kantor tergugat. penggugat dikejutkan oleh laporan salah soerang pegawai 

tergugat yang berjaga di pintu keluar plaza cempaka mas mengatakan bahwa 

baru saja melihat ciri-ciri mobil yang sama dengan penggugat orang yang 

mencurigakan tersebut keluar lokasi plaza cempaka mas dengan menggunakan 

karcis parkir bernomor A 1204 AA setelah diteliti ternyata karcis parkir tersebut 

adalah cetakan sendiri oleh tergugat dan berdiri sendiri tanpa adanya kendaraan. 

Bahwa atas hilangnya mobil yang diparkirkan di parkiran plaza cempaka mas 

yang dikelola oleh PT Securindo Packatama indonesia. 

Penggugat telah melaporkan kepada polsek kemayoran dengan surat lapor 

polisi nomor : 170/k/III/2000/sek,KMO, tertanggal 1 maret 2000. Menurut 

informasi aparat kepolisian setempat bahwa lokasi tersebut telah beberapakali 

terjadi hal serupa ini menandakan bahwa PT. securindeindo Packtama indonesia 

selaku penyedia jasa parkir lalai dan tidak bertanggung jawab atas keselamatan 

kendaraan konsumen yang telah dipercayakan kepadanya serta dengan banyanya 

laporan dan keluhan dari masyarakat yang dimuat di beberapa media cetak. 
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Pada kasus tersebut pada tanggal 10 jui 2000 Tergugat PT. Secureindo 

Packtama Indonesia yang diwakilkan oleh bapak Sofian Chandra selaku set-up 

manager tergugat dan ibu Rommy Rindanust dalam jabatan nya selaku customer 

service officer Tergugat datang ke kantor kuasa hukum para penggugat namun 

dalam pembicaraan tersebut pihak tergugat PT. Secureindo Packtama indonesia 

tidak memberikan tanggapan dan jawaban yang positif dan berusaha mengelak 

dari tanggung jawab. Pada tanggal 29 agustus 2000 pihak tergugat yang 

diwakilkan bapak toni selaku corporate affair,serta ibu Rommy Rindanust 

datang ke kantor kuasa hukum para penggugat dan menawarkan uang 

penggantian sebesar Rp. 5.000.000- (lima juta rupiah) dengan konpensasi dimana 

para penggugat harus menyerahkan BPKB dan STNK asli kepada tergugat serta 

membuat surat pernyataan tidak ada masalah lagi dan tidak akan melakukan 

tuntutan terhadap PT. Secureindo Packtama Indonesia. Hal ini tentu saja ditolak 

oleh para penggugat karena tidak sesuai dengan kerugian yang diderita oleh para 

penggugat. karena kelalaian serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan 

oleh pegawai atau bawahan tergugat pengelola parkir. 

Pada kasus ini dapat dilihat bahwa kelalaian ketidaktelitian dan juga 

adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai atau bawahan 

PT. Secureindo Packtama Indonesia bahwa perusahan parkir inni memberikan 

mobil milik orang lain dibawa keluar area parkir tanpa memeriksa karcis parkir 

dan adanya pencetakan karcis parkir asli yang berdiri sendiri tanpa adanya 

kendaraan. 
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B. Rumusan Masalah 

 

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Kehilangan Kendaraan 

di Parkiran Mall Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen? 

2. Apakah Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah 

Agung No.124pk/pdt/2007 Terhadap Pemberian Ganti Rugi Kepada Pihak 

Yang Kehilangan Kendaraan? 

C. Tujuan Penulisan 

 

1. Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Kehilangan 

Parkiran di Mall Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen. 

2. Untuk Mengetahui Apakah Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Dalam 

Memberikan Putusan Pada Putusan Nomor 124pk/Pdt/2007 Dalam Pemberian 

Ganti Rugi Kepada Pihak Yang Kehilangan Kendaraan. 

D. Manfaat Penulisan 

 

1. Manfaat Teoritis 

 

1. bagi penulis dan mahasiswa hukum umumnya, menambah wawasan 

mengenai hukum perdata khususnya tentang perjanjian sewa-menyewa 

dan penitapan barang. 

2. bagi masyarakat, memberikan tambahan pengetahuan mengenai hak- 

haknya sebagai konsumen dan upaya perlindungannya. 
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2. Manfaat Praktis 

 

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi 

dan referensi bagi para pengambil kebijakan dalam mengambil langkah- 

langkah strategis terutama mengenai perlindungan hukum terhadap pihak 

yang kehilangan kendaraan di parkiran mall. 

E. Ruang Lingkup 

 

Ruang lingkup dalam penulisan ini, penulis batasi mengenai hubungan 

hukum antara pengelola parkir dan pengguna jasa parkir serta bagaimana 

pertanggungjawaban pengelola parkir apabila terjadinya kehilangan kendaraan di 

lahan parkir yang berada dalam pengawasannya. 

F. Kerangka Teori 

 

teori berasal dari kata “theoria” dalam bahasa latin berarti “perenungan” 

dalam bahasa yunani “thea” secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut 

realitas. kerangka teori dalam penulisan karya ilmiah memiliki 4 ciri yaitu9; 

a. teori-teori hukum 

b. asas-asas hukum 

c. doktrin hukum 

d. ulasan pakar hukum berdasarkan pembidangan kekhususannya 
 

 

 

 

9 Zainuddin Ali,Metode Penelitian Hukum,Jakarta,Sinar Grafika,2016,Hlm79. 
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Dalam penulisan ini penulis guna memperkuat dasar penulisan ini maka 

penulis akan menggunakan beberapa teori, yaitu: 

1. Kepastian Hukum Umum 

 

Kepastian hukum menggandung dua makna yang pertama adanya 

aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa 

yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan yang kedua berupa keamanan 

hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan 

hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang 

boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian 

hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-unndang melainkan 

adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu 

dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus yang serupa telah 

diputuskan.10 

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan 

hukum yang harus dilaksanakan, yang berhak menurut hukum dapat 

memperoleh haknya dan putusan harus dapat dilaksanakan.11meskipun 

kepastian hukum erat kaitannya dengan keaddilan, namun hukum tidak 

identic dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. 

 

10 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum,(Jakarta: Kencana Pranada Media 

Grup,2008)Hlm.158 
11 M. Sulaeman Jaluli, Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam, 

(Yogyakarta:Deepublish,2015)Ed.1,Cet.1 Hlm.52 
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Namun hukum tidak identik dengan keadilan.hukum bersifat umum, 

mengikat setiap orang, bersifat menyamaratkan, sedangkan keadilan bersifat 

subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.12 Kepastian hukum 

merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga 

masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam 

memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa itu 

mempunyai relasi yang erat dengan instrument hukum yang positif dan 

peranan Negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.13 

2. Teori Perjanjian 

 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perjanjian adalah persetujuan 

tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing- 

masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.14 

Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam pasal 1313 kitab undang- 

undang hukum perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu 

perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang 

atau lebih. Pendapat lain dikemukakan oleh rutten dalam Prof. Purwahid 

Patrik yang menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang terjadi 

sesuai   dengan   formalitas-formalitas   dari   peraturan   hukum   yang   ada 

tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang 
 

12 Ibid Hlm. 52 
13 Ibid Hlm. 53 
14 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Ikthasar Indonesia Edisi Ketiga, Jakarta : 

Balai Pustaka. 2005. H. 458. 
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ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak 

atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara 

timbal balik.15 dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kententuan pasal 1320 

KUHPerdata, suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya 

perjanjian, yaitu: 

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

3. Suatu pokok persoalan tertentu 

4. Suatu sebab yang tidak dilarang 
 

Sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdata, dengan 

terpenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut perjanjian ini menjadi 

sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. 

3. Teori Tanggung Jawab 

 

Menurut kamus besar bahasa inndonesia (KBBI) tanggung jawab 

merupakan kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa 

boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, 

tanggung jawab merupakan suatu keseharusan bagi seseorang untuk 

melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.16 Selanjutya menurut 

Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang 

menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain 

 

15 Purwahid Patrik, 1988, Hukum Perdata II, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan 

Undang-undang, Semarang: FH Undip, h. 1-3. 
16 Andi Hamzah, Kamus Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, Hlm. 28 
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untuk memberi pertanggungjawabannya. Dan secara umum, tanggung jawab 

pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen mempunyai beberapa 

prinsip-prinsip hukum yang dibedakan menjadi: 

a) Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (liability based on 

fault) 

prinsip yang berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam kitab 

Undang-undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, 

prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan seseorang baru 

dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur 

kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPerdata, yang lebih dikenal 

sebagai pasal tentang perbuatan melanggar hukum, mengharuskan terpenuhi 

empat unsur pokok, yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya 

kerugian yang dideriita, dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan 

dengan kerugian.17 Mengenai beban pembuktiannya, asas ini mengikuti 

ketentuan pasal 163 herizen inlandsch reglement (HIR) atau pasal 283 

Rechtsreglement voor de buitengewesten (RBG) dan pasal 1865 kitab 

undang-undang hukum perdata, dalam ketiga pasal tersebut diatur bahwa 

barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak, harus membuktikan 

adanya hak atau peristiwa itu (actorie incumbit probatio).18 Ketentuan diatas 

juga sejalan dengan teori umum dalam hukum acara, yakni asas audi et 

17 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Grasindo, Hlm.59 
18 Vania Maretha, Op.Cit, Hlm. 24. 
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alterm partem atau asas kedudukan yang sama antara semua pihakyang 

berperkara. Pada hal ini hakim harus memberi para pihak beban yang 

seimbang dan patut, sehingga masing-masing memiliki kesempatan yang 

sama untuk memenangkan perkara tersebut. 

b) Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab (Presumption of liability 

principle) 

Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (Presumption of 

liability principle) menyatakan, tergugat dianggap selalu bertanggung jawab, 

sampai pelaku usaha dapat membuktikan ada pada si tergugat. Saat ini, 

beban pembuktian adalah seseorang yang dianggap bersalah, sampai yang 

bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini tentu bertentangan 

dengan asas hukum praduga tidak bersalah (presumption of innocence) yang 

lazim dikenal dalam hukum. Namun, jika diterapkan dalam kasus konsumen 

akan tampak, asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini, maka 

berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada dipihak pelaku usaha 

yang digugat. Tergugat ini yang harus menghadirkan bukti-bukti, dirinya 

tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak lalu berarti dapat sekehendak hati 

mengajukan Gugatan. Posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka 
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untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal menunjukan kesalahan 

tergugat.19 

c) Prinsip Praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab 

 

Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab adalah 

kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (presumption 

of non-liability principle) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen 

yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya dapat dibenarkan. 

Contoh penerapan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan. Kehilangan 

atau kerusakan pada kabin/bagasi, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh si 

penumpang adalah tanggungjawab dari penumpang. Dalam hal itu, 

pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. 

d) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak 

 

Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) sering diidentikkan 

dengan prinsip tanggung jawab absolut (absolute liability) kendati demikian 

ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas. Ada 

pendapat yang mengatakan , strict liability adalah prinsip tanggung jawab 

yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, 

ada pengecualian yang memungkinkan dibebaskan dari tanggung jawab, 

 

 

 

19 Ibid, Hlm.25 
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misalnya dalam keadaan force majeure. Sebaliknya absolute liability adlah 

prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.20 

e) Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan 

 

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of liability 

principle) sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai 

klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam 

perjanjian cuci cetak film, misalnya ditentukan bila film yang ingin 

dicuci/dicetak itu hilang atau rusak (termasuk kesalahan petugas), maka si 

konsumen hanya dibatasi ganti kerugiannya sebesar sepuluh kali harga satu 

rol fil baru.21 

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam 

perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi:22 

a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang 

dilakukan dengan sengaja (intertional tort liability), tergugat harus 

sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan 

penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat 

akan mengakibatkan kerugian. 

 

 
 

20 Ibid, Hlm.26 
21 Ibid, Hlm.26. 
22 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 

2010, Hlm, 503. 
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b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang 

dilakukan karena kelalaian (negligence tort lilability), didasarkan 

pada konsep kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan 

moral dan hukum yang sudah bercampur baur (interminglend). 

c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa 

mempersoalkan kesalahan (stirck liability), didasarkan pada 

perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya 

meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas 

kerugian yang timbul akibat perbuatannya. 

G. Metode Penelitian 

 

1. Jenis Penelitian 

 

Dalam hal ini penelian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah 

tipe penulisan normatif-Yuridis, Penelitian normatif merupakan penelitian 

hukum doktrinal atau penelitian hukum teoritis. Disebut demikian karena pada 

penelitian normatif ini fokus pada kajian tertulis yakni menggunakan data 

sekunder seperti menggunakan peraturan perundang-undangan, keputusan 

pengadilan, teori hukum dan dapat berupa hasil karya ilmiah para sarjana. 

Berbagai aspek dikaji pada penelitian jenis normatif ini. Aspek-aspek tersebut 

seperti aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, 

lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pasal demi 

http://idtesis.com/penelitian-hukum-normatif-2/
http://idtesis.com/penelitian-hukum-normatif-2/
http://idtesis.com/penelitian-hukum-normatif-2/
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pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu perundanagan dan bahasa 

hukum yang digunakan.23 

2. Pendekatan Penelitian 

 

a. Pendekatan Undang-Undang (statue approach) 

 

Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang 

dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan 

undang-undang. 

b. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

 

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus- 

kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang 

ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan 

berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan 

tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan 

sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu 

hukum yang dihadapi.24 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 

Penulisan ini bersumber dari bahan penelitian sekunder yang 

terdiri dari: 

 

 
 

23 Idtesis.com, Pengertian Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, diakses pada 

clickserve.dartsearch.net,pada tanggal 22 juli 2020, pukul. 12 26. 
24 Ngobrolin Hukum , Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, diakses pada 

https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/, pada 

tanggal 25 juli 2020, pukul 16 29. 

https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/
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a. Bahan hukum primer, yaitu mencakup peraturan perundang- 

undangan serta yurisprudensi yang berkaitan dengan penulisan skripsi. 

Bahan hukum primer yang dimaksud adalah: 

1) Undang-Undang dasar 1945 pasal 28 d angka (1), pasal 28h angka 

(2), pasal 28j angka (2) 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

 

3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen. 

4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan 

5) Peraturan Daerah Kota Palembang No. 4 Tahun 2008 Tentang 

Pengelolaan Dan Retribusi Parkir 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan 

petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer yang 

diperoleh dari hasil studi kepustakaan berupa buku ilmu hukum, jurnal 

ilmu hukum dan internet yang berkaitan dengan permasalahan 

penelitian. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 

atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, bahan hukum tersier berupa buku, dokumen, kamus besar 

bahasa iindonesia, kamus hukum, media masa dan internet untuk 

menunjang penelitian. 
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4. Analisis bahan hukum 

 

Analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisis data 

kuantitatif terhadap data primer maupun data sekunder yang menjadi data 

deeskriftif. Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan 

pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat 

menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui.25 

5. Teknik penarikan kesimpulan 

 

Penarikan kesimpulan skripsi ini menggunakan penarikan kesimpulan 

dengan metode deduktif, yaitu sebuah jenis paragraf yang dikembangkan 

dengan pola deduksi. Dimulai dari pemaparanhal-hal yang bersifat umum, 

kemudian untuk memeperjelas pemaparan umum maka ditambahkan 

dengan menggunakan kalimat khusus.26 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Anwar Hidayat, Pengertian Dan Penjelasan Penelitian Kuantitatif, diakses pada 

https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kuantitatif.html, pada tanggal 25 juli 2020, pukul 

17 25. 
26 Kelas Pintar, Deduktif Dan Induktif   2 Jenis Paragraf   Yang   Harus Kamu Ketahui, 

diakses pada https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/deduktif-dan-induktif-2-jenis-paragraf-

yang- harus-kamu-ketahui-4669/, pada tanggal 25 juli 2020, pukul 17 42. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kuantitatif.html
https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/deduktif-dan-induktif-2-jenis-paragraf-yang-harus-kamu-ketahui-4669/
https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/deduktif-dan-induktif-2-jenis-paragraf-yang-harus-kamu-ketahui-4669/
https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/deduktif-dan-induktif-2-jenis-paragraf-yang-harus-kamu-ketahui-4669/
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